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ABSTRACT 

Public accountability is a fundamental component of effective governance, as it requires 

governments to justify the exercise of public authority, the allocation of public resources, and the 

consequences of their decisions. However, existing studies tend to examine the determinants of 

public accountability in isolation, resulting in a fragmented understanding of how institutional, 

economic, human, informational, and governance factors interact to shape accountability 

outcomes. This study addresses this gap by systematically synthesizing empirical evidence on six 

major determinants of public accountability: political systems, democratic quality, economic 

growth, human resource quality, corruption, and accounting systems. A systematic literature 

review was conducted using selection and reporting procedures adapted from PRISMA 2020, 

supported by thematic coding, a synthesis matrix of 30 empirical studies, and a structured 

quality assessment. The findings reveal four interconnected pathways underlying public 

accountability: institutional pressure, arising from political and democratic arrangements; 

economic capacity, reflecting the resources available to support accountable governance; 

human capability, representing the competence and quality of public-sector human resources; 

and information infrastructure, encompassing accounting systems, financial reporting, auditing, 

and transparency mechanisms. Corruption is identified as an accountability friction that can 

weaken the effectiveness of these mechanisms by distorting institutional incentives, reducing 

transparency, and undermining public oversight. Building on these findings, this study proposes 

the Integrated Public Accountability Determinant Framework (IPADF), a multidimensional 

framework that conceptualizes public accountability as the outcome of interactions among 

institutional pressure, economic capacity, human capability, information infrastructure, public 

oversight, and corruption-related friction. The synthesis further highlights a critical distinction 

between formal accountability—reflected in reporting compliance and audit outcomes—and 

substantive accountability, which concerns whether government actions are genuinely 

transparent, answerable, and responsive to public interests. Seven empirically testable 

hypotheses are subsequently formulated, including the proposition that democratic quality 

moderates the relationship between accounting systems and public accountability. The IPADF 

contributes to the accountability literature by integrating previously fragmented determinants 

into a coherent analytical framework and provides a basis for future cross-country panel studies 

and empirical research on local governments in Indonesia. 

Keywords: public accountability; political system; democratic quality; economic growth; human 

resource quality; corruption; accounting system; systematic literature review; IPADF. 

 

ABSTRAK 

Akuntabilitas publik merupakan komponen mendasar dari tata kelola yang efektif, 

karena menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang 

publik, alokasi sumber daya publik, dan konsekuensi dari keputusan mereka. Namun, studi-
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studi yang ada cenderung mengkaji faktor-faktor penentu akuntabilitas publik secara terpisah, 

sehingga menghasilkan pemahaman yang terfragmentasi mengenai bagaimana faktor 

kelembagaan, ekonomi, sumber daya manusia, informasi, dan tata kelola saling berinteraksi 

dalam membentuk hasil akuntabilitas. Studi ini menjawab kesenjangan tersebut dengan 

menyintesiskan bukti empiris secara sistematis mengenai enam faktor penentu utama 

akuntabilitas publik: sistem politik, kualitas demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas 

sumber daya manusia, korupsi, dan sistem akuntansi. Tinjauan pustaka sistematis dilakukan 

menggunakan prosedur seleksi dan pelaporan yang diadaptasi dari PRISMA 2020, serta 

didukung oleh pengodean tematik, matriks sintesis dari 30 studi empiris, dan penilaian 

kualitas yang terstruktur. Temuan studi mengungkapkan empat jalur saling terkait yang 

mendasari akuntabilitas publik: tekanan kelembagaan, yang muncul dari pengaturan politik 

dan demokrasi; kapasitas ekonomi, yang mencerminkan sumber daya yang tersedia untuk 

mendukung tata kelola yang akuntabel; kapabilitas manusia, yang mewakili kompetensi dan 

kualitas sumber daya manusia sektor publik; serta infrastruktur informasi, yang mencakup 

sistem akuntansi, pelaporan keuangan, audit, dan mekanisme transparansi. Korupsi 

diidentifikasi sebagai faktor penghambat (*friction*) akuntabilitas yang dapat melemahkan 

efektivitas mekanisme-mekanisme tersebut dengan mendistorsi insentif kelembagaan, 

mengurangi transparansi, dan melemahkan pengawasan publik. Berdasarkan temuan 

tersebut, studi ini mengusulkan *Integrated Public Accountability Determinant Framework* 

(IPADF), sebuah kerangka kerja multidimensi yang mengonseptualisasikan akuntabilitas 

publik sebagai hasil interaksi antara tekanan kelembagaan, kapasitas ekonomi, kapabilitas 

manusia, infrastruktur informasi, pengawasan publik, dan hambatan terkait korupsi. Sintesis 

ini juga menyoroti perbedaan penting antara akuntabilitas formal—yang tercermin dalam 

kepatuhan pelaporan dan hasil audit—dan akuntabilitas substantif, yang berkaitan dengan 

apakah tindakan pemerintah benar-benar transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan 

responsif terhadap kepentingan publik. Selanjutnya, dirumuskan tujuh hipotesis yang dapat 

diuji secara empiris, termasuk proposisi bahwa kualitas demokrasi memoderasi hubungan 

antara sistem akuntansi dan akuntabilitas publik. IPADF berkontribusi pada literatur 

akuntabilitas dengan mengintegrasikan faktor-faktor penentu yang sebelumnya 

terfragmentasi ke dalam kerangka analisis yang koheren, serta menyediakan landasan bagi 

studi panel lintas negara dan penelitian empiris mengenai pemerintah daerah di Indonesia di 

masa mendatang. 

Kata kunci: akuntabilitas publik; sistem politik; kualitas demokrasi; pertumbuhan ekonomi; 

kualitas sumber daya manusia; korupsi; sistem akuntansi;  

 

PENDAHULUAN 

Akuntabilitas publik menempati posisi penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan karena berkaitan dengan kewajiban pejabat dan institusi publik untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan serta sumber daya yang berada 

di bawah penguasaannya. Dalam kerangka Bovens (2007), akuntabilitas dibangun 

melalui relasi antara actor dan forum. Relasi tersebut mengharuskan aktor 

memberikan penjelasan sekaligus pembenaran atas tindakan yang dilakukan, 

sementara forum memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan, melakukan 

penilaian, dan, dalam kondisi tertentu, menjatuhkan konsekuensi.  

Dalam sistem demokrasi, proses pertanggungjawaban pemerintah tidak 

berlangsung melalui satu saluran saja. Mekanisme tersebut tersebar pada berbagai 

institusi dan ruang publik, antara lain pemilihan umum, lembaga legislatif, media, 

http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551452039&&&2019
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1552874658&1&&
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/13491


Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 

Vol 8 No 11 (2026)   5098 – 5111  P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491 

 

5100 | Volume 8 Nomor 11  2026 
 

organisasi masyarakat sipil, lembaga audit, peradilan, serta perangkat administratif. 

Christensen dan Yamamoto (2023) menjelaskan bahwa demokrasi dan akuntabilitas 

publik mempunyai hubungan yang erat karena keduanya berkembang dalam suatu 

arena yang mempertemukan banyak aktor dengan beragam mekanisme 

pertanggungjawaban. Sejalan dengan pandangan tersebut, Parker dan Favotto (2026) 

menegaskan bahwa praktik akuntansi dan audit sektor publik tidak dapat dipisahkan 

dari konteks politik. Informasi akuntansi dapat berfungsi sebagai alat untuk 

membangun reputasi pemerintah, mendukung agenda politik, dan memperkuat 

pengawasan terhadap pengelolaan organisasi publik. 

Atas dasar tersebut, konfigurasi sistem politik dapat dipandang sebagai salah 

satu faktor fundamental yang membentuk akuntabilitas. Institusi politik yang mampu 

membatasi konsentrasi kekuasaan, menjalankan mekanisme checks and balances, 

serta menciptakan kemungkinan pergantian kekuasaan yang kredibel akan 

meningkatkan dorongan pemerintah untuk memperhatikan tuntutan masyarakat. 

Aidt et al. (2008) memperlihatkan bahwa keterkaitan antara korupsi dan 

pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kualitas institusi politik. Sementara itu, 

Benhabib dan Przeworski (2010) menempatkan political accountability sebagai 

mekanisme penting yang dapat membatasi perilaku pemerintah, termasuk dalam 

keputusan yang berkaitan dengan ekstraksi rente. 

Efektivitas tekanan politik tersebut selanjutnya bergantung pada kualitas 

demokrasi. Demokrasi yang lebih berkualitas dapat memperluas ruang partisipasi, 

memperkuat kontrol terhadap pemerintah, dan meningkatkan kapasitas masyarakat 

dalam menilai kinerja pejabat publik. Dari perspektif pembangunan, Acemoglu et al. 

(2019) menunjukkan bahwa proses demokratisasi berkaitan dengan peningkatan 

investasi terhadap modal manusia dan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang. 

Bukti agregat yang dihimpun oleh Colagrossi et al. (2020) juga menunjukkan 

kecenderungan hubungan positif antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, 

meskipun besarnya pengaruh berbeda menurut wilayah dan periode pengamatan. 

Pada level pemerintah daerah di Indonesia, Rakhman dan Saudagaran (2023) 

menemukan bahwa dinamika politik selama siklus anggaran dapat tercermin dalam 

laporan keuangan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan 

informasi keuangan berpotensi menjadi sarana bagi pemilih untuk mengevaluasi 

kinerja pejabat yang sedang berkuasa. 

Selain faktor politik, kondisi ekonomi dapat dipahami sebagai sumber 

kapasitas dalam membangun akuntabilitas. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh 

basis fiskal yang lebih kuat memberikan pemerintah kemampuan yang lebih besar 

untuk mengembangkan infrastruktur informasi, memperkuat fungsi audit, 

meningkatkan kompetensi aparatur, melakukan digitalisasi, dan menyediakan ruang 

bagi partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, ketersediaan sumber daya ekonomi 

tidak dengan sendirinya menjamin munculnya tata kelola yang akuntabel. Acemoglu 

et al. (2005) menekankan bahwa hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh 

institusi politik dan ekonomi yang membentuk insentif para pelaku. Oleh karena itu, 

pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap akuntabilitas sebaiknya dipahami sebagai 
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hubungan yang dipengaruhi oleh kualitas institusional, bukan sebagai hubungan 

otomatis. 

Faktor berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia yang berfungsi 

sebagai mekanisme kapabilitas. Praktik akuntansi dan sistem akuntabilitas 

membutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman memadai mengenai standar 

akuntansi, teknologi informasi, pengendalian internal, audit, serta kemampuan 

menggunakan pertimbangan profesional. Dalam konteks Indonesia, McLeod dan 

Harun (2014) menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi akuntansi sektor publik 

menghadapi kendala yang berkaitan dengan kapasitas tenaga akuntansi. Rakhman 

dan Wijayana (2024) kemudian memberikan bukti bahwa tingkat pembangunan 

manusia berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Namun, peningkatan kemampuan tersebut juga dapat memberikan ruang yang lebih 

besar bagi penggunaan accrual judgment secara oportunistik.  

Di sisi lain, korupsi dapat menghambat proses pertanggungjawaban dengan 

mengganggu keterkaitan antara penyediaan informasi, pengawasan, dan pemberian 

konsekuensi. Dalam perspektif ini, korupsi tidak hanya ditempatkan sebagai variabel 

negatif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu bentuk accountability friction yang 

berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme akuntabilitas. Mauro (1995) 

menunjukkan bahwa korupsi berkaitan negatif dengan investasi dan pertumbuhan. 

Sementara itu, Chen dan Neshkova (2020) menemukan adanya hubungan antara 

transparansi fiskal dan tingkat persepsi korupsi yang lebih rendah dalam panel 95 

negara. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa informasi fiskal mempunyai fungsi 

yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan pelaporan karena informasi 

juga dapat digunakan untuk mengawasi perilaku dan membatasi peluang 

penyalahgunaan sumber daya publik. 

Dalam kerangka tersebut, sistem akuntansi dapat diposisikan sebagai 

information infrastructure bagi akuntabilitas. Sistem ini menyediakan informasi yang 

diperlukan oleh pemerintah, lembaga pengawasan, legislatif, dan masyarakat untuk 

menilai bagaimana sumber daya publik direncanakan, digunakan, serta 

dipertanggungjawabkan. Chan (2003) menekankan bahwa desain akuntansi 

pemerintah perlu mempertimbangkan tujuan pelaporan, kebutuhan pengguna 

informasi, serta karakteristik dan standar yang sesuai dengan lingkungan sektor 

publik. Di Indonesia, penerapan akuntansi berbasis akrual sebagai contoh, diarahkan 

untuk memperkuat tata kelola serta menghasilkan informasi keuangan yang lebih 

komprehensif. Namun, keberhasilan reformasi tersebut tidak hanya bergantung pada 

perubahan regulasi, melainkan juga pada kemampuan aparatur dan dukungan 

institusional yang memadai (McLeod & Harun, 2014). Demikian hasil penelitian yang 

sama di Vietnam juga memperlihatkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dan 

kapasitas akuntansi mempunyai hubungan positif dengan akuntabilitas publik (Tran 

et al., 2021). 

Meskipun berbagai studi telah menghasilkan bukti mengenai faktor-faktor 

yang berkaitan dengan akuntabilitas, literatur yang tersedia masih cenderung 

berjalan dalam jalur yang terpisah. Kondisi tersebut memberikan ruang untuk 

mengembangkan Integrated Public Accountability Determinant Framework (IPADF). 
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Kerangka ini diarahkan untuk menjelaskan akuntabilitas publik bukan sebagai akibat 

dari satu determinan tunggal, melainkan sebagai hasil dari keterkaitan antara 

tekanan institusional, kapasitas ekonomi, kapabilitas sumber daya manusia, 

infrastruktur informasi, mekanisme pengawasan publik, dan hambatan yang 

ditimbulkan oleh korupsi. Dengan pendekatan integratif tersebut, IPADF diharapkan 

mampu menjembatani temuan-temuan literatur yang selama ini terpisah sekaligus 

menyediakan dasar teoritis  

Akuntabilitas publik menurut Romzek dan Ingraham (2000) dapat dipahami 

sebagai jaringan hubungan pertanggungjawaban yang membuat tindakan dan kinerja 

pejabat publik dapat dinilai berdasarkan berbagai standar dan tuntutan dari pihak-

pihak yang memiliki kepentingan atau kewenangan pengawasan. Mereka 

menekankan bahwa seorang pejabat publik sering menghadapi tekanan akuntabilitas 

yang saling beririsan (cross pressures), misalnya tuntutan untuk berinisiatif dan 

inovatif sekaligus tuntutan untuk mematuhi aturan dan rantai komando. Demikian itu 

menurut Mulgan (2000) disebutkan kewajiban pertanggungjawaban kepada pihak 

lain, terutama mengenai tindakan dan keputusan yang telah dilakukan. Atau dalam 

terminologi  Bovens (2007), relasi akuntabilitas memerlukan actor, forum, kewajiban 

menjelaskan, kesempatan forum mengajukan pertanyaan, penilaian, dan 

konsekuensi. Dengan demikian, transparansi adalah kondisi pendukung, sedangkan 

akuntabilitas memerlukan proses evaluasi dan respons.  

Sedangkan O'Donnell (1998) membedakan akuntabilitas dalam sistem 

demokrasi menjadi vertical accountability dan horizontal accountability. 

Akuntabilitas vertikal terjadi melalui mekanisme seperti pemilu, sedangkan 

akuntabilitas horizontal berlangsung melalui lembaga-lembaga negara yang saling 

mengawasi. Dalam sektor publik, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi vertical 

accountability, horizontal accountability, legal accountability, professional 

accountability, dan social accountability. Dan model IPADF memusatkan perhatian 

pada bagaimana berbagai bentuk tekanan tersebut bertemu dengan sistem informasi 

dan kapasitas internal pemerintah. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Systematic Literature Review 

Penelitian menggunakan systematic literature review (SLR) dengan sintesis 

naratif dan thematic coding. Proses review dirancang mengikuti prinsip PRISMA 

2020 dalam hal identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion. Karena pencarian 

dilakukan melalui sumber web akademik dan metadata penerbit, bukan satu ekspor 

database Scopus/WoS yang lengkap, angka aliran PRISMA dalam naskah ini harus 

dipahami sebagai corpus review terkurasi untuk artikel konseptual, bukan klaim 

bahwa seluruh artikel dunia telah teridentifikasi. 

 

Sintesis Demokrasi 

Demokrasi berperan sebagai pressure mechanism melalui pemilu, kebebasan 

informasi, partisipasi, media, dan legislatif. Namun, demokrasi formal tidak selalu 

berarti demokrasi substantif. Christensen dan Yamamoto (2023) menekankan 
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pluralitas arena akuntabilitas, sementara Kim dan Lee (2019) menunjukkan bahwa 

partisipasi warga terkait dengan persepsi transparansi. Dengan demikian, kualitas 

demokrasi sebaiknya diukur multidimensional, misalnya melalui electoral 

democracy, liberal democracy, media freedom, dan civil society participation, bukan 

hanya dummy rezim. 

Hipotesis demokrasi dalam penelitian lanjutan harus memperhatikan 

kemungkinan nonlinearity dan heterogeneity. Meta-analysis Colagrossi et al. (2020) 

menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dan pertumbuhan berbeda menurut 

wilayah dan periode. Hal yang sama dapat terjadi pada akuntabilitas. 

 

Sintesis Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai capacity mechanism. Pemerintah 

yang memiliki sumber daya lebih besar dapat membiayai sistem informasi, audit, 

pelatihan, digitalisasi, dan partisipasi. Akan tetapi, pertumbuhan tanpa institusi dapat 

memperbesar sumber daya yang tersedia untuk rente. Aidt et al. (2008) 

memperlihatkan bahwa hubungan korupsi dan pertumbuhan bersifat regime-

specific. Oleh karena itu, pertumbuhan diperkirakan memiliki pengaruh positif 

terhadap akuntabilitas, tetapi kekuatannya bergantung pada kualitas institusi politik 

dan kontrol korupsi. 

 

Sintesis Kualitas Sumber Daya Manusia 

Human development bekerja melalui kapasitas teknis dan kognitif. 

Pemerintah dengan aparatur yang lebih kompeten dapat mengimplementasikan 

standar, melakukan rekonsiliasi, menggunakan sistem digital, dan memahami risiko 

audit. McLeod dan Harun (2014) menunjukkan bahwa kekurangan staf dengan 

kemampuan akuntansi menjadi hambatan reformasi. Rakhman dan Wijayana (2024) 

memperkuat bukti empiris bahwa human development berhubungan dengan kualitas 

pelaporan pemerintah daerah Indonesia. 

Namun, hubungan tersebut tidak selalu linear. Kapasitas tinggi dapat 

meningkatkan kemampuan melakukan estimasi dan accrual management. Karena itu, 

IPADF memandang human capability perlu berinteraksi dengan ethical governance 

dan control environment. Penelitian empiris berikutnya sebaiknya menguji apakah 

internal control atau audit independence memoderasi hubungan human capital dan 

accountability. 

 

Sintesis Korupsi 

Korupsi adalah friksi yang dapat menurunkan efektivitas akuntabilitas. 

Korupsi dapat mengurangi kualitas informasi, menangkap proses pengadaan, 

melemahkan audit, dan mengurangi kemungkinan adanya konsekuensi. Chen dan 

Neshkova (2020) menunjukkan bahwa fiscal transparency dapat berfungsi sebagai 

instrumen anti-korupsi, sehingga terdapat kemungkinan hubungan timbal balik 

antara sistem informasi dan korupsi.Brusca et al. (2018) juga menempatkan 

transparency dan accountability sebagai bagian dari strategi anti-corruption.  
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Sintesis Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi menyediakan struktur data dan aturan yang memungkinkan 

transaksi pemerintah ditelusuri. Kualitas sistem mencakup adopsi standar, basis 

akuntansi, ketepatan waktu, kelengkapan pengungkapan, integrasi sistem, internal 

control, dan kemampuan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh 

stakeholder. Studi Indonesia menunjukkan bahwa reformasi akrual memerlukan 

kapasitas dan koordinasi kelembagaan (McLeod & Harun, 2014). Bukti Vietnam 

memperlihatkan bahwa accounting capacity dan financial reporting quality 

berhubungan dengan accountability (Tran et al., 2021). Studi Agostino et al. (2022) 

memperluasnya ke digitalisasi. Karena itu, IPADF memposisikan accounting system 

sebagai infrastructure, bukan sekadar variabel teknis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Temuan review memperlihatkan bahwa akuntabilitas publik merupakan 

outcome ekosistem. Tidak ada satu determinan yang secara konsisten dapat 

menjelaskan akuntabilitas di semua konteks. Sistem politik dapat menciptakan 

tekanan, tetapi tekanan dapat berubah menjadi political opportunism. Demokrasi 

dapat membuka ruang partisipasi, tetapi tanpa informasi yang kredibel masyarakat 

tidak dapat melakukan pengawasan efektif. Pertumbuhan dapat menyediakan 

sumber daya, tetapi sumber daya dapat menjadi rente ketika korupsi tinggi. SDM 

dapat meningkatkan kemampuan pelaporan, tetapi kemampuan tanpa integritas 

dapat digunakan untuk judgment oportunistik. Sistem akuntansi dapat menyediakan 

informasi, tetapi informasi tanpa forum dan konsekuensi hanya menghasilkan 

transparency without accountability. 

Dengan demikian, mekanisme inti IPADF adalah rantai: Political/Democratic 

Pressure menimbulkan Institutional Response terhadap Accounting Information,  

Public Oversight, Evaluation/Consequence hingga Substantive Accountability. Korupsi 

dapat memutus rantai tersebut pada setiap tahap. Pertumbuhan ekonomi dan 

kualitas SDM memperbesar kapasitas untuk memperkuat rantai, sedangkan sistem 

akuntansi menyediakan bukti yang membuat rantai dapat bekerja. 

Perspektif ini juga menjelaskan mengapa hasil penelitian empiris dapat 

berbeda. Negara dengan demokrasi tinggi tetapi accounting capacity rendah dapat 

memiliki political accountability tetapi financial accountability yang lemah. Negara 

dengan sistem akuntansi maju tetapi demokrasi lemah dapat memiliki formal 

compliance tetapi substantive accountability yang rendah. Negara dengan 

pertumbuhan tinggi tetapi korupsi tinggi dapat memiliki sumber daya besar tetapi 

governance outcomes yang buruk. Heterogenitas tersebut merupakan alasan utama 

model multidimensional lebih tepat daripada model satu determinan. 

 

Implikasi Teoretis 

Penelitian berimplikasi secara teoritis, yaitu pertama, penelitian memperluas 

teori akuntabilitas dengan menghubungkan actor–forum relationship dengan 

political, economic, human, and information conditions. Kedua, penelitian 

mengintegrasikan agency theory dan institutional theory. Agency theory menjelaskan 
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kebutuhan informasi dan monitoring, sedangkan institutional theory menjelaskan 

tekanan politik, regulasi, norma, dan legitimasi. 

Ketiga, IPADF membedakan pressure, capacity, capability, infrastructure, dan 

friction sehingga setiap determinan memiliki mekanisme teoritis yang berbeda. 

Keempat, model memperluas konsep akuntabilitas dari formal compliance menuju 

substantive accountability. 

 

Implikasi Praktis 

Penelitian ini mengandung implikasi praktis, yaitu pertama reformasi 

akuntansi pemerintah harus berjalan bersama peningkatan kompetensi aparatur, 

internal control, audit independence, dan akses publik terhadap data. Kedua, 

demokrasi dan transparansi perlu diarahkan pada mekanisme yang memungkinkan 

informasi digunakan untuk evaluasi dan konsekuensi, bukan sekadar publikasi 

dokumen. Ketiga, pemerintah perlu membangun sistem akuntansi digital yang 

interoperable agar data anggaran, realisasi, aset, pengadaan, dan kinerja dapat 

ditelusuri. Keempat, program anti-korupsi perlu memanfaatkan fiscal transparency, 

citizen oversight, audit analytics, dan disclosure pada tahap realisasi anggaran. Dan 

kelima adalah investasi pada pendidikan dan kompetensi aparatur harus disertai 

etika, rotation, segregation of duties, dan supervisory controls. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Review ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sumber literatur 

berasal dari penelusuran terarah melalui penerbit dan indeks akademik, sehingga 

tidak dapat diperlakukan sebagai sensus seluruh publikasi. Kedua, ukuran 

akuntabilitas dalam studi terdahulu heterogen. Ketiga, beberapa studi menggunakan 

transparency atau audit opinion sebagai proxy sehingga belum sepenuhnya 

menangkap substantive accountability. Keempat, sebagian bukti berasal dari negara 

atau pemerintah daerah tertentu sehingga generalisasi perlu dilakukan secara hati-

hati. Kelima, karena penelitian ini merupakan review naratif terstruktur, tidak 

dilakukan meta-analysis statistik atas effect size yang berbeda. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Systematic literature review menunjukkan bahwa akuntabilitas publik 

merupakan fenomena multidimensional. Sistem politik dan demokrasi menciptakan 

institutional pressure; pertumbuhan ekonomi menyediakan economic capacity; 

kualitas sumber daya manusia menyediakan human capability; sistem akuntansi, 

audit, dan disclosure menyediakan information infrastructure; sedangkan korupsi 

menjadi accountability friction. Keenam determinan tersebut saling berinteraksi 

sehingga pengaruh satu variabel tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa 

memperhatikan variabel lain. 

Novelty penelitian terletak pada Integrated Public Accountability Determinant 

Framework (IPADF), yang menjelaskan bahwa substantive accountability terjadi 

ketika pressure, capacity, capability, dan information infrastructure bertemu dengan 

pengawasan publik yang efektif dan friksi korupsi dapat ditekan. Kerangka ini 
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menghasilkan tujuh hipotesis yang dapat diuji, terutama H7 mengenai peran 

moderasi demokrasi pada hubungan sistem akuntansi dan akuntabilitas. 

Agenda penelitian berikutnya adalah menguji IPADF menggunakan data 

panel lintas negara 2010–2025 atau data pemerintah daerah Indonesia. Penelitian 

empiris dapat membedakan formal accountability dan substantive accountability, 

menggunakan indikator yang lebih kaya daripada opini audit, serta menguji 

endogeneity dan interaction effects. Dengan demikian, IPADF dapat menjadi jembatan 

antara literatur public sector accounting, political economy, governance, development, 

dan anti-corruption. 
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